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Penegakan Hukum Pelanggaran Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah dalam 

Pemilihan Umum 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum di Kabupaten Jepara 

ABSTRAK 

 

Penelitian dengan judul Penegakan Hukum Pelanggaran Penyalahgunaan 

Fasilitas Pemerintah dalam Pemilihan Umum 2019 Menurut Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kabupaten Jepara, dilatar 

belakangi kasus pidana Pemilu penyalagunaan fasilitas pemerintah untuk 

kampanye di Jepara terhenti dan tidak sampai proses di pengadilan.   Padahal UU. 

No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara tegas mengancam 2 tahun penjara dan 

denda paling banyak 24 juta. Penelitian ini bertujuan mengetahui mekanisme 

penegakan hukum penyalahgunaan fasilitas pemerintah di Kabupaten Jepara telah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak dan mengapa 

penyelesaian tidak maksimal.  

Metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian doktrinal. Data yang 

digunakan dalam adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang 

dipakai adalah studi kepustakaan dan wawancara, dengan para pihak yang 

berkaitan langsung dengan penelitian, sedangkan hasil pengolahan datanya 

disajikan dalam bentuk deskriptif analisis. 

Hasil penelitian menunjukkan mekanisme penegakan hukum 

penyalahgunaan fasilitas pemerintah di Kabupaten Jepara sesuai dengan 

mekanisme penanganan tindak pidana Pemilu telah melalui prosedur perundang-

undangan. Keberhentian penanganan bukan karena penegak hukum menyalahi 

peraturan namun terdapat karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

yaitu dari sisi hukum yaitu, Pertama, faktor substansi hukum. Pasal 521 jo pasal 

280 Ayat (1) huruf h UU. 7 Tahun 2017 harus kumulatif pada setiap unsur.  

Subyek hukum tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sementara fakta 

peristiwa di lapangan mereka tidak terdaftar sebagai pelaksana atau tim 

kampanye. Kedua, Faktor substansi juga pada waktu penanganan pelanggaran 

yang singkat. Faktor Internal yaitu Budaya hukum. Selain saksi tidak mengerti 

secara langsung ketidakhadiran pemberi informasi saat klarifikasi disisi lain, 

Bawaslu kekurangan bahan atau informasi  

Kata Kunci : penegakan hukum,  penyalahgunaan fasilitas pemerintah, pemilihan  

umum, Kabupaten Jepara 
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Research with the title Law Enforcement of Violations of Misuse of Government 

Facilities in the 2019 General Election According to Law Number 7 of 2017 

concerning General Elections in Jepara Regency 

ABSTRACT 

 

Research with the title Law Enforcement of Violations of Misuse of 

Government Facilities in the 2019 General Election According to Law Number 7 

of 2017 concerning General Elections in Jepara Regency, against the background 

of criminal election cases of misuse of government facilities for campaigns in 

Jepara stalled and did not reach the court process.   Even though the Law. No. 7 

of 2017 concerning Elections expressly threatens 2 years in prison and a 

maximum fine of 24 million. This research aims to find out whether the law 

enforcement mechanism for misuse of government facilities in Jepara Regency is 

in accordance with the laws and regulations or not and why the settlement is not 

maximized. 

The method used is a doctrinal research approach. The data used in is 

secondary data which includes primary legal materials, secondary legal 

materials, and tertiary legal materials. The data collection techniques used are 

literature studies and interviews, with parties directly related to the research, 

while the results of data processing are presented in the form of descriptive 

analysis. 

The results showed that the law enforcement mechanism for misuse of 

government facilities in Jepara Regency was in accordance with the mechanism 

for handling election crimes through statutory procedures. The termination of 

handling is not because law enforcers violate the rules but there are internal and 

external factors. Internal factors are from the legal side, namely, First, legal 

substance factors. Article 521 jo article 280 Paragraph (1) letter h of Law. 7/2017 

must be cumulative in each element.  The legal subjects are not registered with 

the General Election Commission while the facts of the events in the field they are 

not registered as executors or campaign teams. Second, the substantial factor is 

also the short time of handling violations. Internal factors, namely legal culture. 

In addition to witnesses not directly understanding the absence of the information 

provider during clarification on the other hand, Bawaslu lacks material or 

information in the handling of violations. 

Keywords: law enforcement, misuse of government facilities, general elections,  

Jepara Regency  

 


